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ABSTRAK

Dalam tindak pidana ringan, proses penyelesaian
perkara dengan jalur formil di pengadilan (litigasi) merupakan
proses yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak
dan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan
tentulah bertolak belakang dengan asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan. Selain itu hak-hak korban
seringkali diabaikan karena dianggap terwakili oleh negara
melalui penuntut umum. Untuk itu munculah alternatif
penyelesaikan perkara (Alternative Dispute Resolution)
melalui mediasi penal khususnya bagi tindak pidana ringan..

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
perspektif hukum pidana Islam terhadap landasan yuridis
proses mediasi penal ini bagi perkara pencurian ringan yang
dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori jarimah
ta’zir. Selain itu juga akan dilihat kelebihan dan kekurangan
yang ada dalam prosedur mediasi penal bagi perkara
pencurian ringan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan
(library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis
sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema
penelitian ini berupa kitab-kitab, buku-buku dan dokumen
kepustakaan lainnya. Kemudian dianalisis dengan metode
deskriptif  analitik yang memaparkan  pokok-pokok
permasalahan secara menyeluruh kemudian menganalisis
maksud dan penjelasan yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama,
dalam hukum pidana Islam juga dikenal adanya penyelesaian
perkara dengan perdamaian (islah). Proses perdamaian (islah)
ini tidak hanya dimungkinkan terjadi pada jarimah gishas diat.
Melainkan juga dimungkinkan pada tindak pidana pencurian
ringan yang masuk dalam kategori jarimah ta’zir. Berdasarkan
QS. Al-Hujurat ayat 9-10 pun mengisyaratkan dianjurkannya
proses perdamaian pada suatu perkara yang terjadi Kedua,
proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian
ringan memiliki beberapa kelebihan, yaitu ada partisipasi aktif
dari para pihak secara suka rela, adanya komunikasi antara
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pelaku dan korban guna menghilangkan konflik, proses
penyelesaian perkara lebih berorientasi pada kebutuhan para
pihak, menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, menciptakan
kesepakatan secara win-win solution bagi para pihak,
terciptanya efisiensi kerja bagi lembaga-lembaga yang
menangani perkara-perkara pidana. Tidak hanya memiliki
kelebihan, mediasi penal juga masih memiliki kekurangan
yaitu belum adanya landasan yuridis yang komprehensif
mengatur proses mediasi penal yang sama pada semua
tahapan proses hukum.

Kata kunci : Mediasi penal, pencurian ringan, hukum pidana
Islam
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ABSTRACT

In the minor crime, the solving of cases process through formal
process in the court is a process that is taking much cost and long time
it ain’t suitable with a detriments of the crime impact, these all are
contrary with the principle fas, simple and enexpensive judicature. In
addition, victims' rights are often ignored because they are represented
by the state through a public prosecutor. For that emerged alternative
resolution of the case (Alternative Dispute Resolution) through penal
mediation, especially for minor criminal acts

Writing this thesis aims to know the perspective of Islamic
criminal law against the juridical basis of this penal mediation process
for the case of light theft in Islamic criminal law entered into the
category ta'zir jarimah. In addition it will also see the advantages and
disadvantages that exist in the penal mediation procedure for light
theft cases.

The kind of this research is library research by compaling and
analyzing primary and secondary source relating to the theme of this research
Then it is analyzed using analitic deskriptif method which is explaining the
problem principal clearly and analyzing the mean there is contain in.

This research vyielded two findings. First, the Islamic
criminal law is also known for the settlement of cases with peace
(islah). This peace process (islah) is not only possible on the jarimah
gishas diat. Rather it is also possible on the crime of light theft that
fall into the category jarimah ta’zir. Based on QS. Al-Hujurat verse 9-
10 also suggests the recommended peace process in a case that
occurred. Second, the mediation process of penal in the settlement of
light theft cases has several advantages, ie there is active participation
from the parties voluntarily, the communication between the
perpetrator and the victim to eliminate the conflict, the process of
settling the case more oriented to the needs of the parties, upholding
the rights values human rights, creating a win-win solution for the
parties, the creation of work efficiency for institutions dealing with
criminal cases. Not only has its advantages, penal mediation also still
lacks the lack of a comprehensive juridical foundation governing the
same penal mediation process at all stages of the legal process.

Keywords: Penal Mediation, light theft, Islamic criminal law
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum
pidana peninggalan kolonial Belanda yaitu Wetbook van
Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WVS NI) yang kemudian
ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara dalam
hal penegakan hukum materiil yang terdapat dalam KUHP
tersebut, Indonesia menerapkan hukum formil yang
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).!

Penggunaan KUHP maupun KUHAP ada dalam
setiap proses penyelesaian suatu kasus tindak pidana. Konsep
hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana pada
umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga
peradilan (litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah in court
system. Dalam tataran teori ada tiga hal yang ingin dicapai
dari hasil final yang akan dikeluakan suatu lembaga peradilan
tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.?
Gustav Radbruch berpendapat kendatipun ketiganya selalu
ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti
bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan

! Bambang Waluyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2016), 106.

2 Sudikno Mentokusumo, “Ilmu Hukum Suatu Pengantar”, (Yogyakarta:
Liberty, 1997), 98



yang harmonis. Menurut Radbruch, ketiganya lebih sering
berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain.?

Membicarakan ~ hukum  adalah  membicarakan
hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar
manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian
setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar,
senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.
Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada
wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga
perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan
masyarakatnya.*

Beberapa tahun yang lalu dalam dunia peradilan
Indonesia sempat terjadi suatu tindak pidana yang proses
penyelesaiannya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Pertama ada kasus Nenek Minah di
Banyumas yang ketika itu berusia 55 tahun dituduh
mengambil 3 buah biji kakao di perkebunan milik PT
Rumpun Sari Antan yang mengharuskannya mengikuti proses
hukum mulai dari kepolisian sampai duduk di kursi terdakwa
di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam proses tersebut
Nenek Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan karenanya
Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan
selama 3 bulan.®

Di Batang juga ada kasus Manisih yang mengambil
buah randu senilai 12 ribu didakwa dengan Pasal 363 ayat 1
ke-4 KUHP dan divonis hukuman penjara selama 24 hari oleh
Pengadilan Negeri Batang. Kemudian ada kasus Basar dan
Kholil di Kediri yang dituntut oleh Penuntut Umum 2 bulan
10 hari karena mengambil satu buah semangka. Mereka

8 Satjipto Rahardjo, “Biarkan Hukum Mengalit: Catatan Kritis tentang
Pergulatan Manusia dan Hukum”, (Jakarta: Kompas, 2007), 80-81.

4 Satjipto Rahardjo,”llmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012),
169.

5 Detiknews.com, “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah dihukum 1 Bulan
15 Hari”, Diakses pada 20 September 2017,
https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-
1-bulan-15-hari



bahkan sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1-
A Kediri sebelum akhirnya divonis 15 hari dengan percobaan
1 bulan karena terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur
dalam Pasal 363 KUHP.® Kasus-kasus tersebut diatas menurut
Pasal 364 KUHP’ dikategorikan sebagai tindak pidana
pencurian ringan karena harga barang yang dicuri tidak lebih
dari dua ratus lima puluh rupiah yang dalam Pasal 1 PERMA
Nomor 2 Tahun 20128 tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dirubah
menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada
penindakan terhadap pelaku kejahatan, secara tegas tergambar
dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10
KUHP, yaitu:®

1) Pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana

penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta

2) Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan
pengumuman putusan hakim

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10
KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma
retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. paradigma retributive
dengan tujuan untuk memberikan efek jera (deterrent effect)
agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan

6 Banyumasnews.com, “Catatan Hukum: 5 Kasus Hukum Wong Cilik yang
Mengusik  Rasa  Keadilan”,  Diakses pada 20  September 2017,
http://banyumasnews.com/86313/catatan-hukum-5-kasus-hukum-wong-cilik-yang-
mengusik-rasa-keadilan/

" Pasal 364 KUHP: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal
363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam
karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana
denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

8 Pasal 1: Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354,
373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2 .500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah)

9 Andi Hamzah, “KUHP & KUHAP”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 6



mencegah atau menangkal (prevency effect) masyarakat
melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributive
ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan
yang dialami korban. Walaupun pelaku telah diputus bersalah
dan mendapatkan hukuman namun kondisi korban tidak dapat
kembali seperti semula.®®

Dalam contoh kasus diatas proses penyelesaian
perkara melalui jalur litigasi dianggap tidak mencerminkan
rasa keadilan yang sesuai dengan masyarakat sebab proses
penyelesaian perkara secara formal hanya terfokus pada
penjatuhan hukuman bagi pelaku. Padahal proses yang dilalui
juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sebanding
dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Selain itu hak-hak
korban seringkali diabaikan karena dianggap terwakili oleh
negara melalui penuntut umum. Dalam KUHP yang berlaku
saat ini saja tidak atau kurang memberi perhatian pada korban.
Perlindungan terhadap korban dalam hal pemberian ganti rugi
seringkali diabaikan.!

Dalam hal penyelesaian perkara tindak kejahatan
dengan kategori ringan semacam itu dikenal suatu paradigma
penghukuman restorative justice. Beberapa pakar hukum
mengemukakan pengertian restorative justice dengan definisi
yang berbeda namun pada prinsipnya mengandung makna
yang sama Yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem
pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada
kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tetapi
juga memperhatikan dan melibatkan korban dan
komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisinkan dengan
mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat
ini.t?

10 Edi Setiadi, “Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia”, ( Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2013), 59

11 Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Jakarta: Kencana, 2007), 62.

2 Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep
Diversi dan Restorative Justice)”, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 180



Salah satu bentuk penyelesaian perkara dengan
paradigma restorative justice adalah mediasi penal. Mediasi
penal (victim offender mediation) adalah sebuah proses
dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparsial,
membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama
lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan.
Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan
pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana
korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi
oleh mediator.®® Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa
mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak
dengan dibantu oleh Mediator.*

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan
mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah
karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah
pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga
dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya
ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative
justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif
dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang
berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan
(selain penjara).®®

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal
dengan istilah ADR atau “Alternative Dispute Resolution” ada
pula yang menyebutnya “Apro-priate Dispute Resolution”).
Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan

3 Ahmad Ramzy, “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan
Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di
Indonesia”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Jakarta, 2012) tidak
dipublikasikan, 50.

14 pasal 1 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan

15 Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponogoro, 2002), 169-171.



hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek
sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan
melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui
mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan
yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga;
musyawarah desa; musyawarah adat dsb.).*6

Ketentuan diskresi aparat penegak hukum seperti
halnya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang POLRIY. Sebagai salah satu aparat
penegak hukum, polisi (penyidik) diberikan kewenangan
untuk melakukan diskresi (discretion), yakni hak untuk tidak
memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi
kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada
hakikatnya berada di antara hukum dan moral .8

Pada proses persidangan di pengadilan mediasi penal
dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para
pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan
konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat
dari perdamaian dan saling memaafkan.’® Untuk hal ini
sebenarnya seorang hakim dapat merujuk pada SEMA Nomor
1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama menerapkan Lembaga Damai yang pada pokoknya
menganjurkan agar semua Hakim (Majelis) yang
menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh
mengusahakan perdamaian dengan menerapakan Pasal 130

16 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di
Luar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2-3.
17 Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak
menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

18 pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia

19 Jurnal yang ditulis oleh Sahuri Lasmadi dengan judul “Mediasi Penal
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”..
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HIR/154RBg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan
perdamaian. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung ini
dipahami sebagai anjuran bagi penyelesaian sengketa perdata.

Di Indonesia praktek penyelesaian perkara pencurian
ringan di luar pengadilan (non litigasi) melalui mediasi penal
pernah dilakukan dalam beberapa contoh kasus berikut:

Kasus pencurian empat buah mikrofon di Mushola al-
Maghfiroh Desa Simorejo, Kecamatan Kanor. Pelaku
berinisial AF 43 tahun warga Kecamata Semanding
Kabupaten Tuban kedapatan sedang membawa yang berisi
empat buah mikrofon milik Musholla al-Maghfiroh. Polisi
yang menerima laporan segera bertindak dengan
mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa empat buah
mikrofon, sebuah alat catut dan obeng. Kasus tersebut tidak
diteruskan ke meja hijau melainkan diselesaikan dengan jalan
mediasi dan kekeluargaan. Kapolsek Kanor, AKP Imam
Khanafi mengatakan penyelesaian kasus dilakukan dengan
cara mediasi karena tergolong tindak pidana ringan.
Bahwasanya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam KUHP tidak perlu membesar-besarkan
perkara pidana ringan.?

Kasus pencurian ringan lain yang diselesaikan dengan
cara mediasi terjadi di Bojonegoro. Jajaran Kepolisian Sektor
Sugihwaras pada 12 Juni 2017 melaksanakan mediasi
penyelesaian masalah pencurian ringan dengan menerapkan
konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR). Adapun para
pihak yang dimediasi adalah pelaku pencurian berinisial UB
40 tahun warga desa Sugihwaras dengan korban bernama
Zaki, pemilik sebuah toko yang berada di depan Pasar
Sugihwaras. Ketika itu pelaku tertangkap tangan sedang
melakukan pencurian dengan barang bukti 1 botol shampo
pantene seharga 22 ribu, 1 botol handbody marina seharga 11
ribu dan 1 botol minyak wangi vitalis seharga 22 ribu. Jumlah

20 Beritabojonegoro.com, “Polisi Mediasi Kasus Pencurian Ringan”,
Diakses pada 20 September 2017, http://beritabojonegoro.com/read/168-polisi-
mediasi-kasus-pencurian-ringan.html.



total kerugian materiil 55 ribu dan selanjutnya oleh pemilik
toko dilaporkan ke polsek Sugihwaras. Mengingat jumlah
kerugian yang diderita korban relatif kecil maka polsek
Sugihwaras mengupayakan menempuh jalur mediasi.?*

Dalam hukum pidana Islam, dikenal proses
perdamaian (shulh) dalam menyelesaikan suatu perkara.
Menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali perdamaian
mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari tindak
pidana saja atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti
dengan diat. Kedua pengertian tersebut merupakan
pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu
persetujuan dari pihak pelaku.?? Di dalam perdamaian (shulh)
baik korban atau walinya ataupun washinya (pemegang
wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam
hal penggantian hukuman dengan imbalan penggantian sama
dengan diat atau lebih besar dari diyat. Diyat adalah sejumlah
harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak
pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan
kepada korban atau walinya.® Dasar hukum adanya
perdamaian (pengampunan) dengan diyat terdapat dalam QS.
AI—Baqareil ayat 178 sebagai berikut:

S AT I g ot 1K S8 i 5 s

g T 2 2
#.7 CE s 58 s 1 VLR g L 3

2L Tribatanewsbojonegoro, “Polsek Sugihwaras Mediasi Kasus Tindak
Pidana Pencurian Ringan dengan Jalur Alternatif”, Diakses pada 20 September
2017, http://tribatanews.com/polsek-sugihwaras-mediasi-kasus-tindak-pidana-
pencurian-ringan-jalur-alternatif/

22 Abdul al-Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy, juz I, (Beirut: Dar
Al-Kitab Al-A’rabi), 258

23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), 195.
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178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita
dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan
dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih.

Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan
jarimah yang berkaitan dengan harta. Apabila syarat-syaratnya
telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan
tetapi apabila syarat untuk dikenakan hukuman had tidak
dipenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had
melainkan hukuman ta’zir. Dalam jarimah ta’zir hukuman
tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya
melainkan ulil amri dipekenankan untuk mempertimbangkan
baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun
kadarnya.?

Meskipun dasar hukum yang terdapat dalam Al-
Quran dan Hadits yang ada hanya menerangkan terkait
dengan proses perdamaian bagi jarimah qishas diyat
(pembunuhan dan penganiayaan), namun sesungguhnya
dalam jarimah ta’zir juga dimungkinkan adanya proses
perdamaian antara pelaku dan korban. Sesungguhnya Islam
merupakan agama yang menganjurkan adanya perdamaian
(islah) dalam penyelesaian masalah. Perdamaian adalah salah
satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa kaum
muslimin secara mendalam sehingga menjadi bagian dari

24 Abdur Rahman, “Tindak Pidana dalam Syariat Islam”, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1992), 14.
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